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PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Dalam  masyarakat  Internasional  dewasa  ini. perjamian Internasiona)
memainkan peranan vang sangat penting dalam menpater kehidupan & pergaudan
antar negora. Dalam dunia vang ditandai saling ketergantunpan dewasa ini. tidak
ada satu negara vang tidak mempunvai perianjian dengan neegara lain dan tidak
satu negara vang tidek distur oleh perjanjian dalam kehidupan imernasional
Ial:mya.'

Sebagaimana kita yang hadapi sekarang perkembangan dunia internasional
sangatlah pesat. karena ridak terbatas ruang dan wakie, Kemajuan dibidang
whnologt dan trapsporasi menjadi sarana lerdepan dalam menembus rmuang
waktu Hal int fentunys memudahkan dalam merumuskan perjanjian- pecjanjian
baik dalam  skale individu-individu,antar  badan  hukum maupan  skala
nasional. Terutama perjanjian vang melibatkan antar negara baik secara bilateral
maupun multilateral.

Mkenpan adanya inovasi-inevasi bary menyehabkan interakst antara subjok
hukum [ntermasional. Dimana akan menuntut Supremacy of faeriaiional fow,
yang mengatur scgala macam  interaksi antar negara dan subjek hukum
Internasional demi terlaksananya hubunzan dan Kerjasama yang harmonis sera
Llerpeliharanya perdamatan dan Keamanan dunia.

U Merermana, 2003, Moo biecenasiamn Ponpercinn Peeamarn don Furesd dedam Erg CGlabaliross Dincmiba
Gl Adumoi, Bamdung, khin



[ndonesia vang mempunyal politik bebas akf dalam percatman dunia
internasionalnyva teloh menjadi pihak dalam sekiar 2000, perjaniian mulilacral
dan 1030 perjanjizn hilateral” Hal ini menandakan Indonesia schagai angaota skl
masyarakat inemasional. Yang mana keteclibatan pemerintah dalam perjanjin
perfanjian tersebut  mempunyai funegsi dan tujuan vang  berdampak  pada
masvarakat Indoncsia. Perjanjian tersebut berisikan kebijakan-kehijakan negara
dalam bidang ekonomi, kevanpan, perdagangan, sesizl, budaya ataupun politik
dalam rangka memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional masing-

masing

| Dalam LUUD 1945, amandemen ke 1V dalam pasal 11 aval 2 memomuskan
“Presiden dalam membueat Perjanjian Intemasional fainnva vang menimbulban
akibal vang luas dan mendasar baei kehidopan rakvat yang terkaic dengan behan
keuangan negane, dan / atmw mengharuskan perubahan atau pembentukan undung-
undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyar™”

Dari isi pasal tersebut dapat dipahami bahwasanya pemerintah dapal
mengadakan suatu Peganjian Internasional, yang mana isi perjanjian tersebul
| mempunyvai dampak terhadap segala lapisan mayarakat.
| Berdasarkan aturan [nternasional tentang pembuatan suatu perjanjian
herskala Internasional disebutkan juga dalam Artikel & konvensi Wina [969° :
* Capacity of States o Cenclude Frenties cvery States Passesses Copocity

o el preoties.
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ari  isi aevikel  diatas dapat dipahami  bahwasanya  suatn neparas
mempuniyal Kekuasaan untok kol dan merumueskan soatue perjanjian. Dalam bl
int berupa pefanjian Intemasinal.

sejak dissbkannys Cremerad Agrvement on Trade And Tarif (GATTY pada
tabun 1947 vang kemudian menjadi World Trade Organization (W0 pada
tabiun 1997, glabalisasi menjadi semakin nvata. Akihatnya, transaksi perdagangan
antar negara pun meningkat, sehingga batas analara satu negara lainnya hampir
tidak ada. Demikian pula balnya denpan aliren modal dari satu negara ke negam
lainnva. Keadaan ini juga akan meningkatkan kegiatan usaha lintas batas. Dampak
langsung dart keadaan tersebut adalsh perlunya memiliki cara untuk mengpali
patensi penerimaan dars kegiatan tersebut. Hal ini herkaitan erat dengan
ketentuan perpajakan nasional vang menvangkut aspek internasional,’

Pada umumnya negara-negard di dunia mempunyai pandangan bahwa
penerimaan dari sekior pajak ditempatkan sebagsi salah sane sumber penerimaan
nepars vang penting. Aear nepare dapal mengenakan pajak kepada warganva, atau
kepads orang pribadi atau badan lain yang bukan warzanya, welapi mempunyai
keterkaitan dengan negara ferschus, Tentu saja harus ada ketentuan—kelentuan
vang mengaturmya. Secird tegas negam Indonesia menvatakan dalam Pasal 23A
UL 1945 behwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara distur dengan undang-undang.Setiap  negara mempunya

undang-undang pajak vang berbeda dalam hal menentukan hak  pemajekan

* Prakeatu D, AA Rnongza, Dirckir Jendered Pajak pada boku kamngzan Rachinsasin Suralenar, U0
Pernedyimnr Penprindaron Pojod Berpordy, Gransadia Pustaka Viima, Takana
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internasionalnya.’ Aninya, setiap negera secarn unilateral menetukan  sendin
juridiksi perpajakan Intemasional, baik yang mensvengkut objek pajak maupun
subjeknyve. Hal inn memunpkinkan terjadinys pengenaan pajak berganda bila dua
juridiksi pajzk herinteraksi sehagai akibatnya terjadinya transaksi antara dua
nepara tersehut,
Untuk dapat menyusun suatu undang — undang perpajukon di suatu negar,
diperlukan azas-azas arau dasar-dasar vang akan dijadikan landasan oleh nepara
uniuk mengenakan pajak. Secara umem, weas-nzas vang sering dipunakan oleh
nepara-negara i dunia dalam membentuk peraturan perpajakan adalzh * -
A, Azas domisili atauw disebut. juzra wmas kependudukan
(cmmiciledrasidenceprincinle)

In. AEas sumber {souroe principli)

o Awas pasionalites ataw dischut juga swas Kewarganegarn
Cricetionalifieinizen priiple)

Dengan makin bertambalh luasnya dan majunya huhansan ckonomi
intermasional, makin terasa perlunva diadakan suatu rekonsiliasi juridiksi pajak
dari negara-negama yang h:munf__{kuLan." Hal ini tentunva akan mempetegas hak
pemajakan masing-masing negara, schingga Kemunghkinan tecjadinya pengenaan
pajak berganda semakin kecil. Pada akhimiya, tidak akasn memberi beban lehih
terhadap subjek pajak luar negeri.

Terdapat beberapa hal mendasar mengapa hukum  Internasionzl harus
mengatur tentang perlakuan terhadap orang asing. Pertamao, timbulnya keyakinan

vang semakin kuat bahwa manusia tanpa memandang asal dan dimanapun

*|Raciuramn Surahmaraoed, hm
"Taju Fadaria 2005, Perfaniion Pengphindormn Pafad berganda rerta Penerasenma ot Fdaresic, Penerbit
Raja Grafinde Persada, lakarn bim 2
" Rachmaato Surahmatagair, W 2



mempunyai hak atss perlindenpan hokom den hak it haros sama dengan yong
dimikmati oleh warga negara, Kedia, adanya mohilitas perhubungzan vang semakin
tnggi di anfard warga negara yang satu dengan yvang lainnva dalam berbagai
bidang kebuwhan kehidupan manusia. Bagi soslo negara adalah penting untuk
memelihara dan mengater hubunean-hubunpan demikian dan dapat dimengeni
pula mengapa nevars-negara berusaha agar warga ncgaranva di luar negeri
diperlukan denpan wajar supava dapat hidup aman dan tentram. Karena kebutuhan
antara bangsa timbak balik sifatnya, kepentingan untuk memelibara dan mengatur
hubungan-hubungan wvang bermanfaar demikian kemudian merupakan suaiu
Kepentingan bersama.”

Dari wacana Mochtar Fusumatmaja distas dapat diketabui bahwasanva
hubunpan  Intemasional  mengatur  mengenai perlindungan atas hak-hak
remanuwsizon vang dilwangkan dalam berbagai perjanjian. Sekalipun peranjian i
secars Hdak lanpsung menciptakan hak-hak kemanusizan bagi individu, tetapi
menciptakan kewajiban-kewajiban tertarik kepada segara dalam hubungannya
dengan peclakuan terhadap penduduk baik warga negara magpun orang asing,
Foetentuan Pasal 9 dard konvensi Montevideo tenlang hak dan kewajiban negara-
negara tahun [933 menyatakan hahwa

T Juriscdfolion of sretes withie the Umits of national leveitory applies to all the
infabifaneg

Dapat di artikan bahwasanya kekuatan hukum suatu negara sampai pada
semua balas-batas negara tersebut dan berlaku untuk semua pendudak

vang ada pada negara itu.

. Muchtar, Bosumaatmaya, P92, Peagamtar el Intermesor), Alamng Bandueg, blm E1-12
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BAL IV

PENLTLI

A. Kesimpulan

Dari pemhbahasan dan penelitian vang penulis lakukan maka dopat ditarik

suaty kesimpulan atas permasalaban yang merupakan batasan persoalun dari

skripsiini. yaitu ;

L

Undang-undng Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Peaghasilan (UL
PPh} merupakan  hukure Nasional dalam penarkan pajak dart sektor
penghasilan wajib pajak.selain i UL PPD juga sebagai Hukum Pajak
Infernasional.Dalam hal ini UL PPh menjadi acuan dalam perumusan
Perjanjian  Penghindaran  Pajak  BergandalP3B} antara  Indonesia-
Malaysin. Dimana mengunakan model modifkasi dari QECTY Muode!

dan LV Model. 9 Pasal UL PPh yakni Pasal 23,45 16.21.23.24.26 di

jadikan schagai dasar dalam perundingan dengan pihak Malavsiz,

Selain pasal-pasal tersebut hal-hal lain yang berkaitan dengan pajak di
mumuskan  bersamadenpan acusn ateran-aturan di o masing-masing
negara

Kendala-kendals  yang  ditesnui dalam  aturan—aturan P3B - antara
Indomesia-Malaysia  secara- ekplisit awran  dalam P3B tersebut
menyisakan peluang-peluang bagi wajib pajak untuk melakukan
Lecursngan dalam membayar pajak. Diantaranya Teeaty shopping,

tramsfor priving, veng dilakukan oleh BUT, terlebil lagi dengan sistem

i
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sedfasvessment  lebih memudahkan bagi BUT unluk  melakukan
kecurangan meskl dilzkukan evaluasi wiapi peluzng uniek e weap
ada.Untuk  itu.  Indonesia bekerjasama dengan Malavsin  telah
mengeluarkan 55 Nomaor :04P1 342005 tanggal 5 Juli 2005 schapai
certificale of residence dun benefie owner veng diterbitkan MNegara
mitra untuk menghidan kecurangan tersebut. Sedanghar untuk Wajib
Pajisk Luar hegen yang memakal withholding svsem, kemungkinam
untuk dicurangi baik ofch orang ¢ badan vang wajib melakukan
pemotongan terbuka. Pemecahan untuk masalah distas memang ada,
untuk BUT vang melakukan Lecuranpan, secara ekplisit pasal-pasal
dalam ULI PPh teleh mencakup semua hal tersebut. Mamaun perlu
disadart perkembangan teknologt semakin cangzil ermasuk carn-car
curzng jugz mengalami kemajezn, dan satu hal yang perlu diwaspadai
adalah ¢- comperce yakni perdagangan melalul dunia mava. Bagi
Wajib Pajak Luar Iegerl wmumaya menetapkan med dasis uniuk sadary
dimana mereka hanya tsho bersih gaji mereka tanpa pajak, sehingga

arusan pajak disershlan pada pihak vang mengumakan jasa mereka.

B Saran
Denpan melihat hasil dari Kesimpuelan distas maka penolis dapat memberikan
saran sebagai berikul
L. Unwk pemerictah Endonesia dalam menetapakn subjek maupaun

objek lebih memperhatikan aspek keadilan, walaupun menurut

&7
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